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Abstrak

Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah
ditetapkan dalam hukum figih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang
sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan pemenuhan hak-
hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan
bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat,
mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan
konsekuensi yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan
hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Metode penelitian dilakukan yuridis
normatif dengan pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian bersifat
deskriptif. Sumber data dilakukan penelitian ini menggunakan dari hukum Islam, primer dan data
sekunder. Analis data dalam penelitian hukum adalah analis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
bahwa Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan
dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan
perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki
hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya
melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan
terpaksa. Kewajiban orang tua terhadap anak lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai perwujudan
tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang pangan dan pendidikan
selama anak tersebut masih belum dewasa, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan
selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Konsekuensi
yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap
anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak akan tetap bersama ibunya walaupun
anak di tetapkan belum sah dimata hukum. Akta kelahiran anak dicatat berdasarkan SPTJM
kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat
yang berwenang. Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua orang tuanya diminta
bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan tersebut dengan syarat membuat STPJM.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, perkawinan tidak tercatat
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1. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak
memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat
tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan
penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama
dan kepercayaannya. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara
agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar
pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang
tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut
berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum
maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatat hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki
hubungan hukum kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologisnya dan jika3 , Status
perkawinan sangat menentukan status anak. Perkawinan dilangsungkan menurut agama
dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan
dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa mencatatkan catatan sipil, maka
perkawinan itu tidak sah. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte
kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Guna menyikapi masalah yang terkait dengan status anak dari perkawinan tidak
tercatat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun
2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang pada
prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif.
Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan undang-undang (statue approach).
Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan
menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
sedang ditangani. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang dipakai dalam
penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam, primer dan data
sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumentasi atau studi kepustakaan. Analis data yaitu penelaahan dan penguraian atas
data hingga menghasilkan kesimpulan. Analis data berisi uraian tentang cara-cara analisis,
yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam
memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analis data dalam penelitian hukum
adalah analis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah
tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mabhligai rumah
tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan
keturunan. 29 Perkawinan yang tidak dicatat akan membawa berakibat hukum apabila anak
sudah dilahirkan. Anak sudah dilahirkan akan memperoleh akta kelahiran tetapi perkawinan
orang tuanya melakukan tidak tercatat di catatan sipil. Orang menganggap anak yang
dilahirkan tidak mempunyai akte disebutkan anak luar perkawinan karena status hukum
belum jelas. Dengan demikian, hasil perkawinan tidak tercatat hanya memperoleh adanya
hubungan hak dan kewajiban kedua orang tua, menerima warisan dan tidak memperoleh
kedudukan hukum yang sah maupun tidak memiliki akte kelahiran maupun akte perkawinan.

Permasalahan hukum yang terjadi di dalam perkawinan tidak tercatat memberi
persoalan yang panjang karena kelahiran anak menjadi tidak sah. Akibatnya tidak
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memperoleh akte pada seorang anak bila perkawinan orangtuanya dimata hukum tidak
tercatat. Oleh karena itu, sangat penting perkawinan orangtuanya karena kedepan akan
menjadi masalah yang rumit apabila perkawinan tidak tercatat. Selain itu, anak yang lahir
ingin mendapatkan status anak yang sah dan tidak diperlakukan diskriminasi.
Bagaimanapun perkawinan tercatat maupun tidak tercatat seharusnya memberikan
perlindungan hukum bagi seorang anak, kelak tidak terjadinya kedepannya, sangat penting
seorang anak memiliki kedudukan hukum dan memperoleh status hukum yang adil, hanya
orang tuanya saja yang melakukan perkawinan tidak tercatat imbasnya anak tersebut. Untuk
itu, pemerintah mengambil sikap dan pandangan hukumnya agar anak tersebut memperoleh
bantuan hukum dan tindakan secara preventif terhadap perkawinan tidak tercatat, karena
perundang-undangan sudah jelas memberikan hak seorang anak sejak dilahirkan.

Dilakukannya perkawinan tidak dicatat, akan mengakibatkan masalah kerugian bagi
para istri maupun anak. Pandangan warga bahwa perkawinan tidak dicatatkan umumnya
dikategorikan istri simpanan dimana perkawinannya dilakukan secara tersembunyi,
ketidaktahuan pihak keluarga maupun tidak tercatatnya di KUA maka ini dianggap di luar
penikahan. Hal ini hanya untuk memperoleh istri kedua (simpanan) yang dianggap
perkawinannya tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan
perkawinan tidak tercatat sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-
VI11/2010, bahwa perkawinan diangagap tetap sah apabila di mata hukum negara. Putusan
tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan administratif tidak
berpengaruh apapun karena sudah dianggap sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak
dicatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membenarkan bahwa
persoalan pencatatan tidak tercatat menemukan penafsiran dilihat dari sudut agama
maupun anak, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 memenuhi
rasa keadilan terhadap anak yang perkawinan orangtuanya tidak tercatat memperoleh
perlindungan hukum dan memperoleh hubungan keperdataan dengan orang yang
dinyatakan sebagai ayah dai seorang anak tersebut. Dilihat dari pandangan putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa memberi peluang dalam
pemikiran dan norma sebagian orang yang memperoleh hubungan di luar perkawinan tanpa
persetujuan, hal ini dikhawatirkan akan terjadi tekanan pada anak yang dilahirkan, tidak
memperoleh status hukum yang jelas, meskipun perkawinan tidak dicatat membawa
masalah dan berakibat hukum. Persoalan waris pada anak harus menafkahi dan mendidik
kelak sudah dewasa nanti, untuk itu anak yang sudah mempunyai ikatan kepada kedua
orang tuanya dan keluarganya justru tidak mendapatkan status hukum yang sah. Karena
anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan orang tuanya tidak tercatat maka anak tersebut
tidak memperoleh akte kelahiran.

Pemberian kepastian dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil
perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat menimbulkan kontra dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa hak memperoleh
perlakuan yang sama dengan anak kandung. Hal ini terbukti bahwa adanya kesenjangan
dan dinilai sudah melampaui permohonan hanya sekedar memperoleh pengakuan
hubungan keperdataan atas status anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya atas
perkawinan tidak tercatat di KUA, sudah tentu memiliki hubungan keperdataan atas anak
hubungan zina dengan laki-laki akibat kelahirannya, hal ini putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah melampaui batas dan karena adanya putusan tersebut
terjadi penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Orang tua berkewajiban secara hukum maupun hukum islam sebagai perwujudan dan
mensejahterakan anaknya untuk meraih kehidupan yang layak dan bertanggungjawab
selama anak belum dewasa. Pembiayaan pendidikan maupun sandan pangan selama ini
sangatlah penting selagi anak belum dewasa. Menurut hukum tidak memaksa bagi orang
tua yang menafkahi anaknya dan belum boleh melepaskan kewajiban orang tua yang
mendidik dan membesarkan, setidaknya harus ada prinsip orangtua untuk menjaga anaknya
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kelak jadi remaja. Kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang
tua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebankan kewajiban yang harus dipenuhi atau
kewajiban berupa misalnya memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak,
ataupun mendidiknya, jelas harus dilakukan oleh orang tua. Hal ini dinyatakan secara tegas
oleh, Pasal 45 Undang-undang perkawinan dengan pernyataan yaitu kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda
bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh undang-undang di atas pundak orang
tua, tanda adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang
bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi dan mana kala
tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan
akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orang tua akan dapat dicabut. Waktu
melaksanakan kewajiban selaku orang tua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus
saling bekerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu
rumah tangga. Anak timangan pasangan suami istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa
yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu
berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik
anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga
yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa
depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan
bermartabat. Potensi apa yang nanti akan disandang oleh anak, justru dipersiapkan dan
diukir oleh orang tua sejak dini. Situasi keluarga yang kondusif demi kebutuhan yang layak
bagi anak, menjadi tanggungjawab orang tua untuk menciptakannya tanpa dapat ditawar.
Kebutuhan jasmani dan rohani anak wajib diberikan oleh orang tua, agar pertumbuhan jiwa
dna raga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Jadi kesimpulan dari penulis dalam hal ini adalah akibatnya dari perkawinan tidak
tercatat belum dapat memperoleh perlindungan hukum, atas dasar undangundang
perkawinan dan peraturan yang berlaku khususnya mengenai anak dari perkawinan tidak
tercatat, walaupun perkawinan di anggap sah tetapi status anak menjadi belum diakui di
mata hukum Indonesia. Tindakan tersebut sudah menyalahi aturan hukum karena sudah
ada ketentuan yang berlaku tetapi menurut kepercayaannya dianggap sah. Apabila para
pihak merasa ada dirugikan maka pengadilan bisa teratasi karena hukum bisa di tetapkan
oleh hakim dan peraturan yang ada. Semuanya itu perlu ada pembuktian adanya ikatan
perkawinan dan akta otentik apabila akibat hukum tersebut terjadi. Masalah itu kian terjadi
karena perkawinan tidak tercatat banyak terjadi karena adanya sistem kepercayaan mereka
masing-masing, tetapi menurut pandangan hukum tidaklah sah, karena belum dicatatkan
akta otentik atau catatan perkawinan di KUA maupu di catata sipil. Sebab aturan ini berlaku,
tentang nasib anak yang diluar perkawinan akan menjadi polemik karena belum adanya
status hukum yang sah. Oleh karena itu seorang anak tidak melakukan dosa karena
semuannya ditanggung olehnya atas kesalahan kedua orangtuanya yang berbuat
perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi pemerintahan. Padahal, timbulnya kelahiran
seorang anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya, seharusnya kewajiban orang tua
mendidi, memelihara, membesarkannya dan mensejahterakannya sampai kelak dewasa.
Perlindungan anak diutamakan karena hak dan kewajiban sudah diterangkan undang-
undang yang berlaku. Perlakuan perkawinan orangtuanyalah anak menjadi begini belum
ada status hukum yang sah dalam akte tersebut. Setiap anak yang lahir memiliki akte
kelahiran, agar menjadi pegangan kedepannya dan tidak terjadinya akibat hukum yang
berkepanjangan. Banyak masyarakat yang bilang diluar perkawinan kedua orangtunya,
dianggap anak haram, padahal hasil hubungan gelap kedua orangtuanya. Anak tetap tidak
bersalah, hanya kedua orang tuanya yang melakukan salah. Anak butuh jaminan kehidupan
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yang layak dari kedua orangtuanya agar tidak salah asuh dan menjadi omongan dari

keluarga dan masyarakat.

c. Konsekuensi yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan
perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Kedudukan anak dari hasil perkawinan orangtua secara dibawah tangan akan
mendapatkan posisi penuh karena anak merupakan manusia yang mempunyai hak sebagai
objek hukum. Segi hukum, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah, asalkan kedua
orang tuanya mau mendidik dan memelihara kelak dia sudah dewasa. Perlu adanya
perwalian apabila anak tersebut tidak cukup dalam perbuatan hukum. Maka anak tersebut
diwakilkan oleh kedua orangtuanya walaupun pernikahannya di bawah tangan atau tidak
tercatat, anak lebih dekat pada ibunya daripada ayahnya, sebab anak perlu di bina dan
mendidik pada orang tuanya. Perkawinan tidak tercatat banyak merugikan bagi anak yang
lahir nantinya. Sebab apabila anak itu sudah dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, maka
susah mengurus masalah administrasi anak untuk mengeluarkan akta tersebut. Untuk itu,
akta kelahiran sangat diperlukan bila menempuh pendidikan misalnya taman kanak-kanak
dan sekolah dasar sebagai bukti bahwa adanya kelahiran yang sah. Banyak sekolah
menginginkan bukti akta kelahiran si anak sebagai landasan hukum. Bentuk perlindungan
hukum diutamakan si anak agar mendapatkan haknya. Banyak pasangan suami istri tidak
mengikuti prosedur pencatatan sipil untuk mendaftarkan anaknya memperoleh akta
kelahiran. Sering terjadinya sengketa pada perkawinan tidak tercatat diakibatkan tidak
mencatat kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Perebutan anak banyak terjadi karena
perkawinan mereka tidak mempunyai hukum yang kuat, hanya mencatat pada kepercayaan
masing-masing (agama), padahal undang-undang sudah menjelaskan perkawinan tidak
tecatat belum diakuinya sebagai hukum di Indonesia.

Perkawinan tidak tercatat sudah melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) baik
istri maupun anak dari perkawinan tersebut. perkawinan bertujuan hanya memberi
kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung ole istri dan anak. 38 Anak yang
lahir dari hasil perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan
sebatas ibunya dengan anaknya, mengenai status hukum tidaklah sah, karena si anak
belum mendaftarkan administrasi. Undangundang perkawinan sudah singgung bahwa di
Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam
hubungan atas perkawinan kedua orangtua, sedarah maupun keluarga, kemudian yang
dilahirkan berdasarkan luar perkawinan kedua orangtuanya hanya sebatas hubungan si
anak dengan ibunya, sebagaimana Pasal 43 undang-undang perkawinan bahwa
diungkapkan anak yang dilahirkan jika perkawinan orangtuanya secara ilegal atau dibawah
tangan akan mendapatkan status hukum yang tidak jelas dan hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibu dan keluarganya. Hal ini ditentukan Pasal 186 KHI tentang waris pada
anak yang dilahirkan belum tercatat hanya sebatas hubungan si anak dengan ibunya dan
keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu mendapatkan waris hanya keluarga ibunya saja.
Tetapi hak dan kewajiban anak harus dijalankan sebagaimana mestinya kepada
orangtuanya.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat memberi makna
bahwa tidak dilakukannya sesuai dengan ketentuan dan syarat agama yang dianutnya,
maka terjadi tidak sah (berzina). Penetapan tanggung jawab seorang orang tua harus
dilakukan, karena tugas ibunya untuk mengajarkan amal kebaikan dan membimbing sampai
anak melanjak remaja. Kalaupun ayak atau pihak keluarganya harus memberikan hal-hal
yang baik dan bertanggung jawab ataupun penuh keihklasan dan tidak dapat dipaksakan,
sesungguhnya hak asuh anak jatuh ditangan ibunya, karena ibulah yang melahirkannya dan
merawatnya sampai remaja. Pada dasarnya anak harus memperoleh hak dan kewajibannya
kepada orangtua dan keluarganya tersebut. Banyak masyarakat yang prihatin atas anak
yang dihasilkan dari perkawinan orang tuanya, karena tidak mendapatkan perlindungan
khusus si anak apabila terjadi kekerasan dan menyiakan/dilantarkan. Masyarakat bertindak
tegas dalam perlakukan orang tua kepada anaknya, padahal kedua orangtua hanya
mementingkan diri sendiri (cuek), tidak mau mendidik dan merawatnya. Seolah-olah hanya
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membiarkan saja kepada kedua orangtuanya dan pemerintah. Orangtua dan pemerintah ikut
mengambil bagian dari melaksanakan asuh anak dan membiayai pendidikan.

Sepantasnya anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum dan diakui di
mata masyarakat. Selain itu, hak waris anak belum pernah mengakui oleh ayahnya
walaupun ketentuan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VI11/2010 sudah mengatakna bahwa
anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, hal ini dapat dibuktikan
berdasarkan hubungan darah se ibu maupun keluarganya. Diakuinya anak sebagai sedarah
dari hasil perkawinan tidak tercatat sudah mempunyai hubungan waris, tetap tidak
sepenuhnya diberikan kepada si anak maupun istri. Hal ini berakibat fatal apabila anak
belum juga mendapatkan hasil akta kelahirannya. Selain itu, berpengaruh kepada jual beli
harta warisan, misalnya berupa tanah. Misalnya disaat dibuat akta jual beli, anak tersebut
muncul sebagai ahli waris.

Sebagaimana undang-undang perkawinan dan KHI belum melakukan makna anak luar
kawin secara tepat di Pasal 42 Undang-undang perkawinan dan Pasal 100 KHI hanya
menjelaskan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan
keluarga pihak ibunya, sedangkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hanya
memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkandalam atau
sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudahan untuk medapatkan akta kelahiran dan
pencantuman nama kedua orang tuanya di atas dapat diberikan sepanjang orang tuanya
telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini
sebagaimana maksud Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 yang menyatakan
bahwa: “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Sebagai Pasangan
Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua
kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan
seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi’; dan Pasal 1 ayat 20 yang menyatakan
bahwa: “Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah orang
yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM).”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas
anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang
belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan
hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai
kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi
ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa
kutipan akta perkawinan.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan,

yaitu :

1. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak
tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari
perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan
dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya melakukan pengakuan
terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa.

2. Kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai
perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang
pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa, sudah
selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak
tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.
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3. Konsekuensi yuridis berlakuya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan
perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan
anak akan tetap bersama ibunya walaupun anak di tetapkan belum sah dimata hukum.
Timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak ini sejalan dengan Pasal 55
ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak
hanya dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Akta kelahiran anak yang dicatat
berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik
yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang. Di dalam Permendagri Nomor 9 tahun
2016 menegaskan bahwa Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua
orang tuanya maupun keluarganya diminta bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan
tersebut dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM)
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